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ABSTRACT

The Indonesian government has been applying a wide-ranged decentralisation policy since 1999.
However, many people have seen it from a very negative perspective. They view that local antonomy
has brought about little kings that tend to abuse power surrendered by the central government.
Local autonomy has also been misused fo create discriminatory policies which disseminate
primordialism. Very few people see the local antonomy policy from the positive side.

This paper discusses the innovation created by local governments in responding to the anthority
received from the central government. Some local governments have canght this opportunity to
develop policies that imsprove public services 1o invite investors. 1V arions cases are discussed to show
that some local governments are very serions to reform their policies. However, a case study of
Lebak district will be presented to comprebend the implementation deeply. Lebak is a smiall and
poor district (kabupaten) in Banten Province that has developed IKantor Pelayanan Petijinan
Terpadu (Integrated Licensing Service Office) that is excpected to enbance ifs local economy. By
showing the case of Lebak, people can learn somsething that can be applied in other districts.

Keywords: business climate, innovation, licensing service

PENDAHULUAN penyediaan infrastruktur di negara-
negara Amerika Latin. Carbonara

(1999), Fisman dan Gatti (2002) dan
Fjeldstad (2003) melakukan penelitian
hubungan antara desentralisasi dan
kotupsi.

Untuk kasus Indonesia, sistem
pemerintahan yang sentralistis yang
berjalan selama 32 tahun dianggap
sebagai pemerintahan yang tidak
kondusif bagi pembangunan tegional.
Kebijakan pembangunan pemetintah
pusat telah menciptakan pola
pembangunan yang seragam yang

Studi-stud: tentang desentralisasi dan
otonomi daerah menjamur dengan
peningkatan yang sangat cepat. Di
Indonesia, sejak diberlakukannya
otonomi daerah pada tahun 1999 dan
bahkan pada tahun-tahun sebelumnya,
studi tentang hal yang sama juga sudah
menjadi perhatian banyak kalangan.
. World Bank (1994; 1997; 1999) banyak
melakukan studi tentang desentralisasi
dan kaitannya dengan pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan dan
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tidak memenuhi tuntutan lokal yang
sangat bervariasi. Selain itu, kebijakan
pembangunan selama itu telah
menciptakan ketergantungan
pemerintah daerah dan pejabatnya
pada pola “mohon petunjuk ke- dan
menunggu instruksi dar pusat”. Pada
gilirannya, pemerintah daerah tdak
memiliki kapasitas yang memadai
untuk menciptakan kebijakan-
kebijakan pembangunan yang mampu
merespon kebutuhan lokal.
Pemberlakukan otonomi
dacrah yang dimulai sejak tahun 1999
nampaknya mendapatkan reaksi
berbeda-beda dari satu daerah dengan
daerah lainnya. Sayangnya, banyak
orang hanya melihat sisi negatif dari
pemberian otonomi daerah. Pertama,
otonomi dianggap melahirkan raja-raja
kecil di daerah yang cenderung
menyalahgunakan kewenangan yang
dimiliki. Kewenangan yang diberikan
oleh pemerintah pusat tidak berhasil
diturunkan sampai ke masyarakat pada
tingkat bawah (grassroot level) melainkan
telah dibajak oleh elit-elit lokal (efte
capture). Kedua, otonomi daerah
dianggap telah membiakkan benih-
benih baru yang kemudian
menghasitkan pelaku-pelaku korupsi
baru. Selama masa pelaksanaan
otonomi daerah banyak kasus korupsi
yang melibatkan pejabat baik eksekutif
maupun legislatif daerah. Ketiga,
otonomi daerah dianggap telah
menghidupkan kembali semangat

primordialisme antar daerah, Dalam
kenyataan, memang, beberapa daerah
mempraktikkan seleksi pegawai
ataupun promosi jabatan atas dasar
ikatan kedaerahan.

Kekhawatiran di atas
melahirkan banyak penelitian tentang
otonomi daerah yang juga
memberikan pesimisme dalam aspek
pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan
banyaknya Perda yang membebani
sektor bisnis karena pungutan yang
double counting, struktur tarif yang tidak
jelas maupun aspek lain yang
menghambat perdagangan (KPPOD
2002). CGI (2003) melakukan survei
yang mempetlihatkan bahwa iklim
bisnis setelah diberlakukannya
otonomi daerah menjadi sangat
kritikal. Ketidakpastian kebijakan dan
hukum serta tingkat korupsi di pusat
dan daerah menjadi kendala utama
bagi investor untuk mengembangkan
bisnisnya. Temuan tersebut juga ada
kemiripan dengan peneliian yang
dilakukan oleh, Gurgur and Shah
(2000}, Brojonegoro (2004), Khouw
(2004) dan Pramusinto (2005). Akan
tetapi, Komite Pemantau Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD) (2002)
secara netral juga membuat peringkat
daerah yang kondusif untuk
berinvestasi.

Sementara itu, sisi positif
otonomi tidak mendapatkan perhatian
yang memadai. Memang, sisi negatif di
atas banyak terjadi dalam praktk
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otonomi daerah yang secara efektif
berlaku sejak 2001. Akan tetapi, sisi
negatif selama berlangsungnya
otonomi di tahap awal, semestinya
harus dipahami secbagai fenomena
transisi dan sebagai gejala yang wajar
terjadi di negara manapun. Sebaliknya,
hanya sedikit orang yang menyoroti
aspek-aspek positif yang muncul
bersamaan dengan pelaksanaan
otonomi daerah itu sendiri, Beberapa
daerzh dengan kewenangan yang ada
telah melakukan banyak inovasi
dengan menciptakan peraturan-
peraturan daerah yang diharapkan bisa
memperbaiki pelayanan publik.

Katena itu, tulisan ini akan
menyoroti beberapa aspek positif dari
pemberlakuan otonomi daerah,
terutama dari sisi peningkatan inovasi
oleh pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan publik yang
mendorong iklim berinvestasi lebih
baik. Beberapa kasus akan diangkat
untuk memberikan ilustrasi bagaimana
perubahan-perubahan positif tersebut
terjadi di lapangan. Untuk
mempertajam pembahasan, diskusi
akan diarahkan pada kasus pembaruan
yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Lebak. Proses
pembentukan dan implementasi
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
dikaji secara detil untuk menjadi
pelajaran bagi daerah lain.
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Insvasi-Inovari Pelayanan Publik
Untuk: Pengernbarigan Ekonomi Lokal:
Pengalaraan Beberapa Dacrab

OTONOMI DAERAH DAN
PEMBANGUNAN LOKAL

Ada banyak argumen positif terkait
dengan penerapan desentralisasi dan
otononi daerah. Salah satu argumen
penting dari pelaksanaan desentralisasi
adalah bahwa desentralisasi akan
meningkatkan efisiensi alokasi
sumberdaya dan daya tanggap
pemerintah. Efisiensi alokasi
merupakan efisiensi ekonomi di mana
pemetintah akan mampu
memproduksi segala yang dibutuhkan
oleh konsumen. Desentralisasi
kewenangan akan membawa
pemerintah lebih dekat dengan
warganya. Dalam hal ini, pemerintah
daerah dianggap memiliki informasi
yang lebih baik mengenai preferensi
dari masyarakat lokal dibandingkan
dengan pemerintah pusat. Karena
akses kepada konstituen lebih tinggi,
pejabat lokal diharapkan bisa
meningkatkan responsivitasnya.
Melalui desentralisast,
pemerintah daerah tidak hanya
mampu merespon kebutuhan-
kebutuhan warga, tetapi juga mampu
mendorong warga untuk memiliki
kemauan untuk membayar (willingness
to pay for services) (Ford 1999: 6-8)
pelayanan publik yang sesuai dengan
keinginan mereka; serta mendorong
warga agar memiliki kemavan untuk
mempertahankan pelayanan publik
yang telah diberikan (mainfain services
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that match their demand) (Azfar et al.

1999: 3) utamanya jika mereka telah

dilibatkan dalam proses pengambilan

keputusan untuk penyediaan
pelayanan publik tersebut. '

Selain itu, desentralisasi
memungkinkan bagi para pejabat lokal
lebih efektif melakukan monitoring
dibandingkan pejabat pemerintah
pusat. Pejabat lokal lebih mudah
memperoleh informasi, sementara itu
pejabat pemerintah pusat perlu
menyediakan investasi lebih besar
untuk memperoleh informasi yang
sama. Karena itu, dari sisi efektivitas
pembangunan, desentralisasi
memberikan peluang yang besar agar
program-program yang disusun benar-
benar lebih mencerminkan aspirasi
masyarakat. Selanjutnya, program
yang telah disusun tersebut juga akan
dengan mudah dimonitor oleh pejabat
daerah yang memiliki kedekatan jarak
sehingga bisa mengontrol day-to-day
activities.

Prinsip-prinsip efisiensi
ekonomi dalam pelayanan publik akan
dicapai melalui desentralisasi
kewenangan apabila memenuhi
beberapa syarat berikutini:

1. Tuntutan lokal akan pelayanan
berbeda antar wilayah.

2. Tidak ada kaitan signifikan antara
pelayanan yang diberikan dan skala
ekonomi untuk memproduksi
pelayanan publik yang disediakan.

3. Tidak ada spillovers of costs and benefits
dari pelayanan publik yang
diberikan oleh suatu wilayah.

4. Pelayanan publik yang diberikan
akan disediakan melalui sebagian
dari pajak atau retribusi daerah
tersebut.

5. Pemerintah daerah memiliki
kapasitas yang memadai untuk
memberikan (deliver) pelayanan
publik yang disediakan.

6. Pelayanan publik tersebut
dimaksudkan untuk redistribusi

pendapatan (Andrews and
Schroeder 2003)

Desentralisasi kewenangan
akan menciptakan akuntabilitas karena
perwakilan di dalam proses
pengambilan keputusan dapat
mempetkuat transparansi yang pada
gilitannya akan meminimalisir praktk-
praktik korupsi. Desentralisasi
tersebut menurut Smith (1985: 27)
akan menghasilkan demokrasi lokal
sehingga ‘provides for greater acconntability
and control than field administration, public
corparations or appointed agencies'.

Dengan adanya peluang daerah
untuk membuat kebijakan, mekanisme
voice and exdt akan berjalan efektf.
Mekanisme woice terkait dengan
tontutan pilihan dan pengekspresian
masalab pelayanan publik, sedangkan
mekanisme exit berhubungan dengan
tindakan warga jika pelayanan publik
tersebut tidak efektif dan tidak
memuaskan. Warga di suatu wilayah
akan meninggalkan pelayanan
publiknya yang disediakan di
wilayahnya kalau memang tidak
memberikan sesuatu seperti yang
diharapkan. Desentralisasi

JKAP Volume 10, Nomor 1 (Mes 2005)



~

memberikan kesempatan bagi
pemerintah daerah untuk
berkompetisi memberikan pelayanan
yang terbaik bagi warganya. Ketika
seseorang dihadapkan pada pilihan,
maka investor cenderung akan
meninggalkan daerah yang tidak
kondusif bagi investasi dan kegiatan
bisnis ke daerah lain yang lebih baik.

PROBLEMA IKLIM INVESTASI
DIERAOTONOMIDAERAH

Dalam definisi Stern (2002), iklim
investasi merupakan semua kebijakan,
kelembagaan, dan lingkungan, baik
yang sedang berlangsung maupun
yang diharapkan terjadi masa
mendatang, yang bisa mempengaurhi
tingkat pengembalian dan risiko suatu
investasi (Kuncoro, 2006). Di
Indonesia, iklim investasi yang
dianggap tidak menarik investor
mencakup banyak kebijakan sepert
Kepmenakertrans No 150 Tahun 2000
tentang PHK, yang memungkinkan

Inovasi-Inovasi Pelayanan Publik
Untuk Pengersbongan Ekenomi Lolkal:
Pengalantan Bebergpa Daerah

pekerja yang bekerja baru tiga bulan
bisa keluar seenaknya dengan
mendapat pesangon (Sugiono, 2006).
Selain itu, dalam laporan World
Investment Report 2004, dari 140 negara
yang disurvai, Indonesia berada pada
urutan nomot dua terburuk dilihat dari
indeks kinerja investasi. Hal ini terkait
dengan berbelit-belitnya prosedur
investasi dan banyaknya korupsi di bea
cukai dan pelabuhan.

Dihitung dari proses perijinan,
waktu yang diperlukan di Indonesia
sekitar 151 hari, jauh dibandingkan -
dengan waktu proses perijinan di
Australia yang hanya 2 hari, Thailand
yang lamanya 33 hari, maupun
Malaysia yang juga hanya 30 hari.
Dilihat dari biaya yang dikeluarkan,
perijinan investasi di Indonesia
memerlukan biaya US§ 1.163,
sementara negara lainnya jauh lebih
murah. Di Thailand dan Cina biaya
perijinan masing-masing hanya

~ sebesar US$ 160 dan US$ 158. Besaran

biaya serta lamanya waktu ternyata

Tabel 1.
Perbandingan Biaya, Jumlah Instansi dan Waktu
Penyelesaian Perijinan Investasi

[ Australia
Thailand US§ 160 8 33 hart
Malaysia US$ 966 9 30 hari
Cina US$ 158 12 41 hari
Indonesia US$ 1.163 12 151 hari

Sumber: www.kompas.com
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juga terkait dengan banyak instansi
yang diminta persetujuan. Untuk
mengurus perijinan investasi di
Indonesia, terdapat sebanyak 12
instansi yang terlibat. Tetapi, Cina yang
juga melibatkan 12 instansi ternyata
birokrasi perijinannya lebih efisien dari
segi biaya dan waketu. Australia adalah
yang paling sedethana karena hanya
melibatkan 2 instansi dan waktu 2 hari.

Sementara itu, pelaksanaan
otonomi daerah yang diharapkan
menciptakan pelayanan publik yang
lebih baik pada kenyataannya masih
memunculkan banyak kendala. Dad
340 Perda yang dikumpulkan oleh
KPPOD, hanya sebanyak 103 (31
persen) yang dianggap tidak ada

masalah. Kelemahan-kelemahan yang
muncul menyangkut ketidakjelasan
tarif, menghambat perdagangan
maupun terjadi hitungan ganda dalam
penarikan pungutan. Tabel 2
menunjukkan kategori masalah Perda
sebagaimana dikumpulkan oleh
KPPOD.

Di beberapa daerah, misalnya
menerapkan pungutan retribusi bagi
kendaraan yang mengangkut barang
yang melewati daerahnya. Ada daerah
yang karena sangat mengejar PAD
sampai-sampai menerapkan pungutan
retribusi pada kepemilikan alat
pemadam kebakaran yang seharusnya
merupakan kewajiban bagi perusahaan
dan label "Dilarang Merokok” karena

masalah. Sementara itu, sebanyak 237 dianggap sebagai papan reklame.
(69 persen) mengandung banyak
Tabel 2.
Kategori Masalah Terkait dengan Peraturan Daerah
Pajak Daerah | Retribusi Non- Total
Kategori masalah Daerah |Pajak/Retribusi
No. Yo No. Yo No. Y% No. %
Tidak ada masalah| 19 37 72 31 12 21 103 | 31
Masalah teknis 9 18 47 | 20 2 4 58 | 17
Masalah substansi | 19 37 88 38 37 66 144 | 42
Masalah prinsip 4 38 26 1 5 9 35 | 10
51 | 100 | 233 | 100| 56 100 340 | 100

Sumber: ‘Perda Kebablzsan Disorot Lagi, Daerah Tak Peduli, Depdagri Juga Adem
Ayers’ Jawa Pos April 1, 2002, diambil dart KPPOD.
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Sejak digulirkannya otonomi, selain
banyaknya potret negatif ternyata juga
banyak pemerintah daerah yang telah
melakukan betbagai pembaruan dalam
pelayanan publik. Daerah-daerah
banyak yang mulai menyadari bahwa
pelaksanaan otonomi daerah tdak
semata-mata bagaimana
meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), mehinkan bagaimana
mereka menarik investor agar mau
menanamkan modalnya ke daerah
mereka. Diakui oleh Sugiyono bahwa
selama ini pemerintah daerah sudah
banyak yang menetapkan semua
potensi ekonomi daerahnya, akan
tetapl mereka tidak mengikuti dengan
kesiapan infrastruktur manajemennya.

Inovasi-Inovasi Pelayanan Publik
Uniwk Pengermbangan Ekonomi Lokal:
Pengalaman Beberapa Daerab

Hasil penelitian Governance
Assessment yang dilakukan oleh Pusat
Studi Kependudukan dan Kebijakan
menunjukkan bahwa indeks insiden
inovasi pelayanan publik bervariasi
antar daerah. Dari 10 kabupaten/kota
yang disurvei, Kabupaten Blitar
merupakan daerah yang paling banyak
melakukan inovasi dalam pelayanan
publik dengan nilai indeks 0.64,
kemudian diikuti dengan Kabupaten
Solok dengan nilai indeks sebesar
0.55.Daerah-daerah yang indeks
insiden inovasi pelayanan publiknya
rendah adalah Kabupaten Aceh,
Kabupaten Bangka Tengah dan
Kabupaten Fak-Fak, masing-masing
dengan nilai indeks 0.37; 0.33; dan
0.36.

Diagtam 1.
Indeks Insiden Inovasi Pelayanan Publik di 10 Kabupaten/Kota

' Dieckrar Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Prasarana, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Drs.
Sugiyono, mengharapkan agar pemerintah daerah tidak memandang otonomi daerah sebagai hak untuk mendapatkan
PAD. Pasalnya, persepsi tersebut sering melahirkan perda yang juseru menyebabkan distorsi pada iklim investasi daerah.
Lihat hetp:/ /wwwipikiran-rakyat.com/cetak/ 2006,/012006/0601 .htm
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Berbagai survei yang
dilakukan baik oleh lembaga nasional
maupun internasional menunjukkan
betapa perlunya reformasi kebijakan
agar tercipta iklim investasi.
Pemerintah Daerah Gorontalo,
misalaya, pada 12 Mei 2006
mengeluarkan Peraturan Gubernur
No 8 Tahun 2006 untuk
membebaskan pungutan retribusi
daerah. Kebijakan tersebut
dimaksudkan untuk mengurangi
beban pungutan serta meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Tujuan
akhir kebijakan tersebut adalah untuk
meningkatkan minat usaha
masyarakat, pertumbuhan eckonomi
daerah dan pengembangan usaha
produktif masyarakat.” Selain itu, di
beberapa tempat banyak sekali kita
temukan contoh pelayanan publik
baru yang mendapatkan respon sangat
positif baik dari masyarakat maupun
dari pemerintah daerah lainnya dan
pemerintah pusat.

Studi yang dilakukan oleh
Centre for Development Studies IPB
(2004) menunjukkan bahwa beberapa
daerah telah mengadopsi kebijakan
untuk memberikan pelayanan
perijinan dengan bentuk yang
bervariasi. Pemerintah daerah
berusaha memberikan pelayanan

petijinan dengan cara yang semudah,
semurah dan secepat mungkin.
Beberapa daerah sudah memulai
membentuk pelayanan terpadu sejak
awal pelaksanaan otonomi daerah.
Kota Malang, Kabupaten Gianyar,
Kota Pare-Pare, dan Kabupaten
Sidoarjo mengeluarkan Perda yang
terkait dengan pelayanan pertijinan
sejak tahun 2001. Sragen dan
Pondanak baru mulai pada tahun 2002.
Sementara itu Lebak baru memulai
pada tahun 2005 melalui Perda No
3/2005. Dilihat dari waktu
pembentukannya, daerah tertentu
memang melakukan adopsi dari
daerab yang lain. Sidoarjo dan Sragen,
misalnya, termasuk kabupaten yang
seting dikunjungi sebagai tempat studi
banding.

Dilihat dari bentuk
kelembagaan otganisasi, ada wvatiasi
antar daerah. Beberapa daerah
mengambil bentuk Dinas (Malang,
Sidoatjo), Kantor (Sragen, Gianyar,
Pontianak, dan Lebak), dan Unit (Pare-
Pare). Bentuk kelembagaan organisasi
yang berbeda-beda tersebut
berimplikasi pada jumnlah personil yang
harus ditempatkan untuk memberikan
pelayanan dan anggaran yang harus
dialokasikan. Untuk skala Dinas,
personil yang dibutuhkan sangat besar,

2
Menurut Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, kesalahan ada di tangan Pemerintah Pusat yang sclaly
mengkultuskan PAD scbagai ukuran kemajuan dacrah. Karenanya, Fadel mengusulkan agar kriteria PAD diubah
menjadi Human Development Index (HDI). Lihat Republika, 06 Mei 2006.

JKAP Volume 10, Nomer 1 (Mei 2006)
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Uniuk Pengembangan Ekonorsi Lokal:
Pengalamsan Beberapa Daerab
Tabel 3.
Daerah yang Membentuk Pelayanan Perijinan Terpadu
Daerah Bentuk Status Hukum Jumlah Staf

Sragen Kantor Perda No 17/2002 dan No 15/2003 29
Malang Dinas SK Walikota No 19/2001 62
Gianyar Kantor SK Bupati No 759/1994; Perda No 4/2001 33
Pontianak | Kantor SK Walikota No 16/1999; Perda No 7/2002 25
Pare-Pare | Unit SK Walikota No 102/2001 20
Sidoarjo Dinas Perda No 2/2001; SK Bupati No 16/2001 66
Lebak Kantor Perda No 3/2005 20

Sumber: sebagian diambil dari Cenire for Development Studies, IPB, 2004

yakni sekitar 60-an orang, Sedangkan
untuk ukuran Kantor dan Unit,
kebutuhan personilnya jauh lebih
sedikit, yakni berkisar antara 20-30
orang,

Selain inovasi dalam bentuk
pelayanan publik terpadu yang
dimaksudkan untuk menarik investor,
sejumlah daerah melakukan
pembaruan dengan membentuk
peraturan daerah mengenai
transparansi informasi dan partisipasi.
Transparansi informasi telah menjadi
salah satu masalah yang
mengakibatkan banyak kebijakan yang
tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam dokumen Kebijakan
Tata Kelola Asian Development Bank
disebutkan bahwa “akses terhadap
informasi yang akurat dan tepat waktu
tentang perekonomian dan kebijakan
pemerintah dapat menjadi vital bagi
perumusan kebijakan oleh sektor
swasta.” Transparansi dipetlukan agar

JKAP Volumse 10, Nomor 1 (Mei 2006)

masyarakat memperoleh akses
informasi mengenai apa yang sudah,
sedang dan akan dilakukan oleh
pemerintah. Perlu dipahami bahwa
penguasaan informasi adalah sebagai
bentuk dominasi kekuasaan oleh pihak
yang memiliki informasi terhadap
mereka yang kurang memiliknya.
Selama ini, penguasaan informasi
sangat didominasi oleh Pemerintah
(executive). Pihak legislatif yang
seharusnya memiliki kewenangan
untuk melakukan kontrol tidak
memiliki kemampuan cukup karena
akses terhadap informasi sangat
lemah. Pada kondisi seperti ini, peran
yang dimainkan oleh lembaga legislatif
menjadi sangat kurang, Demikian hal
yang terjadi di tngkat masyarakat,
akses terhadap informasi juga sangat
lemah. Ketika legislatif tdak bisa
bekerja dengan maksimal dan
masyarakat tidak bisa memberikan
masukan tethadap wakil *rakyatnya,
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Pemerintah beketja dalam kondisi
yang tidak terkontrol.

Dengan membuka informasi
secara transparan, partisipasi publik
akan meningkat. Partisipasi dipetlukan
agar kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah menjadi lJegitimate.
Partisipasi masyarakat untuk setiap
kebijakan publik adalah proses
mengekspresikan gagasan sckaligus
menyalurkan keluhan terhadap
pelayanan pemerintah yang dianggap
kurang memuaskan. Sarana partisipasi
dimaksudkan agar masyarakat: “bisa
didengat™ (#o be heard), "bisa dipahami”
(o be anderstood), "bisa dihormati” (#s be
respected), “bisa mendapatkan
penjelasan” (a# explanation), bisa
mendengarkan permintaan maaf™ (an
apolggy) dari pemerintah dan “bisa
mendapatkan informasi mengenai
perbaikan” (remedial actions) atas
kesalahan yang sudah dilakukan oleh
pemerintah,

Daerah-daerah yang telah
mengeluarkan Perda tentang
transparansi dan partisipasi antara lain:
Kabupaten Solok (Perda No 5 Tahun
2004), Kota Gorontalo (Perda No 03
Tahun 2002), dan Kabupaten Lebak
(Perda No. 6 Tahun 2004). Dalam
praktik, ternyata tidak semua daerah
bisa melaksanakan Perda tersebut
secara konsisten. Sementara itu,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Kota Yogyakarta saat ini sedang
menunggu penggodokan Raperda
Transparansi Informasi dan Partisipasi
yang sudah diserahkan ke DPRD.
Naskah akademik sudah disusun dan
disosialisasikan kepada berbagai
stakebolders. Raperda yang disusun atas
dasar naskah akademik juga sudah
disosialisasikan baik kepada eksckutif
maupun legislatif.

STUDI KASUS KABUPATEN
LEBAK

Lebak adalah sebuah kabupaten
miskin yang ada di ujung barat Pulau
Jawa. Dulu ketika masih bagian dari
Provinsi Jawa Barat, Lebak menduduki
ranking 24 dari 24 kabupaten yang ada.
Ketika 4 kabupaten dan 2 kota
memisahkan did dan membentuk
Provinsi Banten, Lebak tetap berada
pada urutan terakhir. PDRB per
kapitanya hanya sebesar
Rp.3.174.960,00 pada tahun 2002.
Sebuah angka yang jauh dibandingkan
dengan Kota Tangerang yang besarnya
Rp.15.260.365,00, apalagi dengan
Kota Cilegon yang besarnya
Rp.30.499.086,00. Menurut Drs.
Robert Chandra, MPP yang menjabat
Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebak,
dari 300 desa yang ada, sebanyak 148
adalah dalam kategori Desa
Tertinggal’

3
Wavnncara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Lebak, 6 Juni 2006
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Untuk mengejar
ketertingpalan karena kemiskinan yang
melilit masyarakat Lebak, Pemerintah
Daerah Lebak berusaha memperbaiki
berbagai kebijakan pembangunan.
Upaya itu akan diwujudkan melalui
paradigma baru visi pembangunannya,
yakni: “Kabupaten Lebak Menjadi
Daerah yang Menarik untuk
Berinvestasi pada tahun 20097, Visi
tersebut diterjemahkan ke dalam misi:
"Mewujudkan Lebak sebagai daerah
yang kondusif dalam berinvestasi
untuk percepatan pembangunan
dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat berlandaskan
iman dan taqwa”. Untuk itu, sejumlah
terobosan telah dilakukan: (1)
pembangunan infrastruktur dasar
penunjang investasi seperti jalan, air
bersih, listrik dan telekomunikasi;
(2) efektivitas sistem dan prosedur
pelayanan perijinan (tepat waktu dan
biaya jelas); (3) penerapan kaidah-
kaidah tata pemerintahan yang baik
seperti transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas.

Realisasi tersebut dilakukan
antara lain dengan pembangunan
infrastruktur jalan yang rusak agar
memberikan kemudahan bagi investor.
Saat ini kondisi jalan di Lebak 72,98%
dalam kondisi rusak (666.06 Km) dan
hanya 27,02% (912,7 Km) dalam
kondisi baik. Pemerintah Lebak juga
membentuk Komisi Transparansi dan
Partisipasi (KTP) agar bisa
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mendorong terciptanya pembuatan
dan implementasi kebijakan-kebijakan
daerah yang baik. Bersamaan dengan
itu, Pemerintah Lebak juga
membangun Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu untuk
mempermudah proses perijinan yang
selama ini dianggap sebagai
penghambat utama masuknya
investor.

Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu

Proses Pembentukan
Awalnya Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu (KPPT) dibentuk melalui
Surat Keputusan Bupati pada 31
Desember 2004. Melalui Perda No 3
Tahun 2005 yang disahkan pada 28
Juni 2005 Pemerintah Kabupaten
Lebak mempertegas keberadaan
KPPT. Sebelum dibentuk, Pemerintah
Kabupaten Lebak menempatkan
seorang stafnya selama 2 minggu di
Kabupaten Sragen untuk belajar
bagaimana menerapkan pelayanan
perijinan terpadu. Setelah itu,
Pemerintah Lebak kembali mengirim 2
stafnya untuk belajar selama 1 minggu.
Beberapa anggota DPRD juga pernah
melakukan studi banding ke Sragen.
Dari pengalaman tersebut,
Kabupaten Lebak mengadopsi
pelayanan perijinan terpadu. KPPT
dibentuk untuk menyederhanakan
perijinan yang sebelumnya terpencar-
pencar di 8 (delapan) dinas sektoral.
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Dengan model perijinan yang lama,
seseorang harus mendatangi sebanyak
3-5 instansi untuk menyelesaikan satu
petijinan. Dengan KPPT, kepastian
waktu, biaya dan persyaratan lainnya
yang dulunya kurang jelas, sckarang
telah dipertegas melalui ketentuan
yang sudah diinformasikan secara jelas
kepada para pengusaha.

Dengan pembentukan KPPT,
visi Kabupaten Lebak diterjemahkan
melalui pelayanan perijinan tetpadu
yang bervisikan “Handal dan
Profesional dalam Pelayanan
Perijinan”. Adapun misi pelayanan
petijinan terpadu tersebut adalah: (1)
meningkatkan kualitas pelayanan
petijinan; (2) meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
melalui pelayanan perijinan; (3)
meningkatkan citra aparatur
pemerintah dengan memberikan
pelayanan yang mudah, cepat, aman
dan transparan; dan (4) meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme SDM
di bidang&erijinan.

Penyiapan Sumber Daya Manusia

Untuk memberikan pelayanan yang
baik, faktor sumberdaya manusia
merupakan hal yang sangat penting,
Kepala KPPT yang baru adalah
pegawai yang awalnya dikirim ke
Sragen untuk belajar tentang
pelayanan perijinan. Selanjutnya,
sebagai kepala KPPT dia diberikan
kewenangan yang memadai untuk

iz

menentukan SDM yang dibutuhkan
untuk melayani publik. Penentuan
personil yang akan melayani di KPPT
dianggap sangat krusial sehingga perlu
seleksi secara hati-hati dan
mendapatkan yang terbatk. Karena
mengintegrasikan 8 dinas secara
bersama-sama, personil yang
ditugaskan diambil yang terbaik dari
masing-masing dinas. Saat ini jumlah
personil KPPT sebanyak 20 orang.
Dengan jumlah personil tersebut
mereka harus melayani perijinan yang
jumlahnya sebanyak 14 jenis. Mereka
juga harus melakukan sosialisasi ke
daerah-daerah di Kabupaten Lebak.

Dalam memberikan
pelayanan, personil KPPT
menampilkan diri secara berbeda
dibandingkan dengan personil
pegawai Pemda pada umumnya.
Mereka tidak memakai seragam
birokrasi Pemda yang berwatna coklat-
coklat, melainkan berbaju putih lengan
panjang dan berdasi. Dengan
penampilan tersebut diharapkan
merubah paradigma pelayanan yang
mereka terapkan dari yang ingin
dilayani menjadi yang selalu melayani.
Karena mereka banyak melayani dunia
swasta, maka ciira sebagai pelayan
publik lebih kuat daripada citra sebagai
penguasa.

Bagaimana dengan insentif
personil? Sebelum diberlakukan
KPPT dengan pelayanan yang
transparan, pada umumnya para
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pegawai bisa mendapatkan tambahan
pendapatan melalui pungutan-
pungutan tidak resmi. Mereka menjadi
sangat rentan terhadap godaan apabila
tdak adz insentif pengganti. Menurut
Kepala KPPT, seluruh staf di KPPT
dan pimpinan memperoleh tambahan
penghasilan dalam bentuk insentif
pelayanan. Kepala mendapatkan Rp
450 ribu, eselon IV mendapatkan Rp
350 ribu dan pelaksana memeperoleh
Rp 250 ribu. Ketka saya tanyakan
apakah insentf sebesar itu cukup
aman dati godaan “amplop tak resmi’”
yang mungkin dibetikan oleh mereka
yang ingin mendapatkan pelayanan,
mereka mengatakan bahwa tambahan
uang tersebut walaupun tidak tetlalu
besar sudah bagus. Karena uang itu

Inavari-Inovasi Pelayanan Publik
Uniuk Pengembangan Ekonori Lokal:
Pengalaman Beberapa Datrab

betul-betul diperoleh secara resmi,
mereka juga merasa nyaman dalam
menggunakannya.

Implementasi dan Hasil

Mengukur dampak pelayanan memang
tidak bisa langsung. Faktor yang
menentukan pilihan ber-investasi
bersifat multidimensional. Akan tetapi
adalah sangat penting untuk melihat
bagaimana kepastian pelayanan itu
sendiri. Tabel 4 menunjukkan berbagai
jenis ijin yang dibetikan oleh XPPT
beserta dengan lama waktu
penyelesaian untuk masing-masing
jenis fjin.

Menurut Kepala KPPT, ijin-
ijin yang dikeluatkan pada umumnya
diputuskan di tingkat KPPT. Hanya

Tabel 4.
Jenis dan Waktu Pelayanan Perijinan di Kabupaten Lebak

No. Jenis Ijin Lama Penyelesaian
1. | Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 7 Hari
2. | Ljin Mendirikan Bangunan (IMB) 12 Hari
3. | Ijin Tempat Usaha (SITU)/ljin Gangguan (SIGA) 6 Hari
4. | Tjin Usaha Perdagangan (SIUP) 6 Hari
5. | Tanda Daftar Perusahaan 6 Hari
6. | Tanda Daftar Gudang 6 Hari
7. | Tanda Daftar Industri (TDI)/Ijin Usaha Industri (IUI) 6 Hari
8. | Ijin Pertambangan Umum 15 Hari
9. | Ijin Penebangan Kayu 7 Hari
10. | ljin Pengusahaan Sarang Burung Walet 7 Hari
11. | Jjin Kesehatan 15 Hari
12. | Ijin Reklame 6 Hari
13. | Ijin Kepariwisataan 7 Hari
14. | Jjin Usaha Jasa Konstruksi 7 Hari

Sumber: wawancara dan brosur KPT Kabupaten Lebak 2006
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perijinan tertentu saja yang
memerlukan persetujuan dari Bupati
Lebak. Misalnya, untuk pendirian
SPBU maka KPPT harus meminta
persetujuan dari Bupati apakah
diijinkan atau ddak. Dengan demikian
petijinan yang dijanjikan waktunya
sebagaimana tertulis dalam brosur bisa
betul-betul dilaksanakan sesuai dengan
wakminya. Kalau semua perijinan bisa
diproses dengan cepat, diharapkan
Lebak menjadi daerah yang kondusif
bagi investor dalam negeri maupun
asing,

Sebagai sebuah kabupaten
kecil, Lebak memiliki potensi
penanaman modal bagi investor
berupa pertanian,peternakan dan
perhutanan/perkebunan. ljin yang
telah dikeluarkan pada tahun 2006,
sampai dengan 17 Juli, mencapai
sebanyak 4.488 buah. Dengan asumsi
bahwa masih ada separuh waktu dari
Juli sampai Desember, diperkirakan
capaian sampai akhir tahun sekitar
9.000 buah jjin. Ini berarti bahwa
jumlah pelayanan per staf dalam

Tabel 5.
Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak s/d 31 Mei 2006

No. Uraian 'I(‘s;;'ggt Re(e;l;s-;m Persentase

1. | hin Peruntukan Penggunaan 1.000.000.000 | 915.174.425 91,52%
Tanah (IPPT)

2. | iz Mendirikan Bangunan 300.000.000 57.429.250 19,14%
{IMB)1

3. ] Ijin Gangguan (SIGA) dan Ljin 95.215.000 78.018.500 81,94%
Tempat Usaha (SITU)

4, | Surat Jjin Usaha Perdagangan 28.900.000 30.550.000 105,71%
(SIUP)

5. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 17.800.000 11.071.400 62,20%

6. | Tanda Daftar Gudang (TDG) 2.300.000 450.000 19,57%

7. | Tanda Daftar Industri {TDI) dan 5.000.000 2.425.000 48,50%
Tjin Usaha Industri (IUI)

8. | jin Pertambangan Umum 13.000.000 16.450.0¢0 126,54%
Iuran Tetap Pertambangan Umum 15.000.000 27.858.500 146,62%
Pencadangan Wilayah
Pertambangan Umum 22.000.000 16.500.000 75,00%

9. | Surat Ijin Jasa Konstruksi 5.000.000 4.700.000 94,00%
{SIUJK)

10.] Tjin Pengusahaan Sarang Burung 25.750.000 29.250.000 113,59%
Walet

11.{ Jjin Penebangan Kayu 125.000.000 59.093.450 47.27%

12.{ Ijin Kesehatan 10.000.000 3.450.000 34,50%
Jumlah Retribusi 1.668.965.000 |1.252.420.525 75,00%

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lebak 2006
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setahun adalah 450. Dari sisi
pendapatan, sampai dengan 31 Mei
2006 KPPT telah berhasil
mengumpulkan Rp 1.252.420.525 atau
sebesar 75% dari total target setahun
yang besarnya Rp 1.668.965.000.
Bukan tidak mungkin bahwa
kemudahan pelayanan yang diberikan
justru meningkatkan PAD jauh lebih
banyak. Kontribusi KPPT atas dasar
target penerimaan tethadap PAD
adalah sebesar 6%. Kalau sisa 6 bulan
berikutnya bisa memperolch hasil yang
sama, maka kontribusi KPPT bisa
mencapai 11% (total target PAD untuk
Tahun Anggaran 2006 adalah: Rp
29.278.760.000). Angka ini bisa
dibandingkan dengan daerah lainnya
yang juga menerapkan pelayanan
perijinan terpadu: Gianyar (5,5%);
Malang (13,5%), Pare-pare (7,3%),
Pontianak (10,3%) dan Sragen (3,4%).

PENUTUP

Otonomi daerah telah memberikan
warna yang berbeda antardaerah.
Walaupun di sana-sini banyak praktk
negatif akibat otonomi daerah, tulisan
ini mencoba menunjukkan bahwa
banyak daerah telah melakukan hal-hal
yang positif demi pembangunan
daerah. Dengan otonomi daerah,
banyak kesempatan bagi pemerintah
daerah untuk melakukan perubahan.
Pembaruan yang telah dilakukan oleh
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beberapa daerah cukup memberikan
harapan bahwa otonomi daerah
menjanjikan adanya arah
kecenderungan yang positif.
 Kasus Kabupaten Lebak
menjadi pelajaran yang menarik.
Sebagai sebuah daerah yang miskin,
Lebak tidak hanya memikirkan
bagaimana meningkatkan PAD
melalui pungutan-pungutan baik pajak
daerah maupun retribusi daerah
sebagaimana yang banyak dilakukan
oleh sebagian besar pemerintah
daerah. Lebak membangun dengan
melakukan banyak terobosan untuk
meningkatkan pelayanan publik.
Pembentukan KPPT merupakan
upaya yang pantas ditiru oleh daerah-
daerah lainnya. Kemudahan,
kecepatan, dan kemurahan pelayanan
yang ditawarkan oleh KPPT akan
menjadi daya tarik bagi dunia usaha.
Hasil dari KPPT memang
belum bisa dilihat, utamanya kalau
harus mengacu angka-angka
kuantitatif seperti peningkatan
investasi daerah, pertumbuhan
ekonomi maupun peningkatan
pendapatan masyarakat. Yang penting
untuk dipahami adalah bagaimana
proses yang mengikuti inovasi
pelayanan publik ita sendiri. Dalam
kasus Lebak, tetlihat bahwa lembaga
KPPT tersebut dikelola secara serius.
Perbaikan sistem pelayanan perijinan
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dicoba diaplikasikan dengan sungguh-
sungguh agar bisa membetikan
kepastian pelayanan dan kepuasan
masyarakat.
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